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PERAN BELANJA PEMERINTAH DAN PAJAK TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI
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Abstract. Sumatra is the driving force for the economy in Indonesia after Java.
Compared to 4 other regions in Indonesia, apart from Java, the average economic
growth in Sumatra is more stable. However, the contribution of GRDP of districts and
cities in Sumatra to Indonesia has decreased, which indicates that the economic
strength of Sumatra is declining. This study aims to analyze the effect of government
spending, local taxes, and regional spliting on the economic growth of districts and
cities in Sumatra. This study uses secondary data obtained from BPS and the Ministry
of Finance of the Republic of Indonesia in the form of panel data, with 154 districts and
cities in Sumatra during 2011-2016. The analysis method used is panel data regression.
The results showed that the best regression model produced was the Fixed Effect
Model. With the fixed effect model, it is found that government spending and local taxes
have a significant positive effect on the economic growth of districts and cities in
Sumatra. Meanwhile, for the regional split status variable, it is known that the blooming
districts and cities have lower economic growth. The results of this research imply that
local governments should allocate expenditure properly and strive for more optimal
district/city tax collection through tax extensification so that the district and city
economies can grow higher. On the other hand, the government is expected to evaluate
the division of districts and cities because regional expansion did not promote economic
growth during the research period.
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Regression.
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PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi merupakan basis dari peningkatan kesejahteraan yang

merupakan dampak nyata dari kebijakan pembangunan dari pemerintah yang
diimplementasikan dalam berbagai rupa kebijakan. Pada perkembangannya, Indonesia
telah melewati beberapa tahapan awal pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi dalam 10
tahun terakhir.

Sumatera merupakan penggerak perekonomian di Indonesia setelah Jawa.
Dibandingkan dengan Jawa, kemajuan ekonomi Sumatera lebih lambat, karena pusat
industri Indonesia masih berada di pulau Jawa.  Seiring berjalannya waktu,
dibandingkan dengan 4 region lainnya di Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Bali dan
Nusa Tenggara, serta region Papua dan Maluku), pertumbuhan ekonomi rata-rata di
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Sumatera relatif rendah namun stabil. Bahkan pertumbuhan ekonomi rata-rata
kabupaten dan kota di Sumatera lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional.. Hal
ini ditunjukkan dalam Gambar 1.

Dengan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang stabil namun rendah,
kontribusi PDRB kabupaten dan kota di Sumatera terhadap Indonesia terus mengalami
penurunan, yang mengindikasikan menurunnya kekuatan perekonomian Sumatera. Di
Indonesia, perekonomian Sumatera memberikan kontribusi PDRB terbesar kedua
setelah Jawa. pada tahun 2015, share PDRB di Jawa adalah 58,3%, yang disusul oleh
Sumatera sebesar 22,2% Namun share PDRB Sumatera sedikit menurun di tahun 2016,
menjadi 22,02%. (BPS, 2020). Penurunan ini mengindikasikan kekuatan perekonomian
Sumatera di Indonesia  sedikit menurun. Untuk itu perlu dianalisis pertumbuhan
ekonomi dan faktor determinannya. Jika diketahui faktor determinan pertumbuhan
ekonomi, dan bisa diimplementasikan, maka peluang pertumbuhan ekonomi Sumatera
yang lebih besar terbuka lebar.

Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Pemerintah
Daerah   Kabupaten dan kota di Enam Region di Indonesia Tahun
2014-2016

A. Pertumbuhan Ekonomi B. Belanja Pemerintah C. Pajak
Keterangan:

Sumber: BPS Dan DJPK Kementerian Keuangan RI

Untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil serta menjaga
tingkat inflasi, maka pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dan moneter. Namun
harmonisasi dari penerapan kedua kebijakan ini belum sepenuhnya optimal sehingga
terkesan dampak kebijakan moneter tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi. Kebijakan moneter melalui tingkat suku bunga sebagai salah satu instrumen
yang digunakan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi belum bisa mendorong
peningkatan investasi secara berarti. Oleh karenanya, pemerintah lebih fokus pada
kebijakan fiskal sebagai instrumen dalam mengelola perekonomian.

Pengelolaan anggaran pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi, terutama setelah terjadinya krisis pada tahun 1997, dan ini
sangat dirasakan terutama di negara-negara berkembang. Kebijakan fiskal yang meliputi
sisi penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah, dikelola sedemikian rupa agar
dapat menjaga stabiltas perekonomian dan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang
optimal. Dampak dari peran pemerintah terhadap perekonomian diindikasikan melalui



PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik

Page | 59
©2019 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

pengaruh pajak dan kebijakan pengeluaran pemerintah pada berbagai indikator utama
makroekonomi.

Pajak dan pengeluaran pemerintah berperan penting dalam mendukung dan
menciptakan kestabilan perekonomian nasional. Sejalan dengan pemikiran aliran
Keynes, intervensi pemerintah melalui pengeluaran akan menstimulus permintaan
aggregat yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Ogundipe &
Oluwatobi, 2013). Grafik 1B dan 1C memberikan gambaran perkembangan total belanja
pemerintah kabupaten dan kota dan total pajak kabupaten dan kota antar region di
Indonesia. Dari Grafik tersebut terlihat bahwa total belanja pemerintah kabupaten dan
kota dan total pajak kabupaten dan kota di Sumatera lebih rendah dari Jawa, namun
masih lebih tinggi dari 4 region lain di Indonesia. Hal ini mengindikasikan belanja
pemerintah dan pajak memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di
Sumatera.

Peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, selain melalui
instrumen keuangan daerah, juga bisa berasal dari peraturan dan kebijakan yang
diambil. UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah yang membuka keran perkembangan
pemekaran wilayah di Indonesia juga  memiliki peran penting dalam upaya menguatkan
pertumbuhan ekonomi. Dari 6 region di Indonesia, pemekaran kabupaten dan kota
terbanyak terdapat di Sumatera, dengan munculnya 21 kabupaten dan kota baru, yang
disusul oleh Sulawesi (19) dan region Papua dan Maluku (18). Pemekaran kabupaten
dan kota ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang
tercermin dari adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan pemekaran terbanyak di
Sumatera, seharusnya berdampak baik pada perekonomian kabupaten dan kota di
Sumatera.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk menganalisis
pengaruh belanja pemerintah, pajak daerah dan pemekaran wilayah terhadap
pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Sumatera.

LANDASAN TEORI
Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari proses aktivitas perekonomian yang
akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat pada satu periode tertentu di suatu
daerah atau negara. Pertumbuhan ekonomi dapat bersumber dari permintaan aggregat
(AD) dan atau dari sisi penawaran agregat (AS). Dari aspek permintaan agregat,
pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan permintaan dalam perekonomian.
Sedangkan dari aspek penawaran agregat, pertumbuhan ekonomi dilihat dari aspek
produksi. Dalam perkembangannya, muncul berbagai teori pertumbuhan ekonomi.
Dalam pandangan teori klasik, pertumbuhan ekonomi terjadi dengan mengasumsikan
adanya ekonomi persaingan sempurna, melalui “invisible hand” maka output nasional
akan dimaksimalkan. Menurut pandangan ini, akumulasi modal merupakan dasar bagi
pertumbuhan ekonomi sehingga mobilisasi tabungan untuk menghasilkan modal yang
memadai bagi investasi, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2015). Hal
lain yang digagas oleh pemikir klasik adalah doktrin “trickle-down”, yang mana ini
menjelaskan bagaimana manfaat pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi semua
masyarakat secara adil.

Sementara dari pandangan teori Neoklasik, pertumbuhan ekonomi akan tercapai
secara maksimal dengan memanfaatkan akumulasi modal (investasi fisik) dan teknologi.
Dengan memungkinkan terjadinya subtitusi faktor, pengurangan pengembalian modal,
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dan perubahan teknis di lingkungan perusahaan pengambil harga. Dengan menggunakan
kerangka fungsi produksi, pemikir aliran neoklasik umumnya memprediksi bahwa
tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita jangka panjang tidak bergantung pada
tingkat tabungan, tetapi hanya bergantung pada tingkat kemajuan teknis. Perubahan
tingkat tabungan hanya memiliki efek sementara pada pertumbuhan seiring dengan
penyesuaian ekonomi dari satu tingkat pendapatan per kapita pada kondisi mapan ke
tingkat yang lain. Dalam teori ini output berasal dari satu atau lebih dari tiga faktor
berikut: 1). peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan
penduduk dan pendidikan); 2). peningkatan modal (melalui tabungan dan investasi); dan
3). peningkatan teknologi.

Selain dari teori pertumbuhan diatas, ada juga teori pertumbuhan endogen. Teori
pertumbuhan endogen merupakan model pertumbuhan yang memungkinkan terjadinya
pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa bergantung pada perubahan eksogen dalam
teknologi atau populasi. Dalam model pertumbuhan ini, untuk mencapai pertumbuhan
yang berkelanjutan ada empat metode dasar dengan rute yang berbeda (Myles,2000),
yaitu: (1) model AK, diasumsikan bahwa modal satu-satunya input produksi dan
memiliki skala hasil konstan. Dengan asumsi ini, maka fungsi produksi adalah Y = AK.
Output akan meningkat pada tingkat yang sama dengan investasi bersih pada modal.
Model ini meski sederhana, namun memiliki kekurangan karena mengabaikan tenaga
kerja sebagai faktor penting dalam produksi; (2) Penyesuaian peningkatan modal
dengan pertumbuhan yang sama pada input lainnya. Dalam jalur ini, modal manusia
lebih dipertimbangkan menjadi input modal kedua dibandingkan penggunaan tenaga
kerja mentah atau yang tidak terampil. Dengan demikian, melakukan investasi pada
sumber daya manusia seperti pelatihan dan pendidikan akan lebih produktif karena akan
meningkatkan modal manusia (human capital) yang mendorong produksi lebih baik.
Jika fungsi produksi constant return to scale pada modal manusia dan modal fisik
bergabung bersama, maka investasi dikeduanya akan meningkatkan output tanpa batas;
(3) pengasumsian bahwa output bergantung pada penggunaan tenaga kerja dan input
lainnya. Peningkatan produksi dengan melakukan ekspansi input mencegah penggunaan
salah satu input lebih besar daripada input tenaga kerja oleh karenanya peningkatan
teknologi akan menjadi pengenalan input baru tanpa membuat input lama terbuang
(Romer, 1990). Selain itu, peningkatan teknologi akan meningkatkan kualitas dari input,
dengan peningkatan input yang lebih baik maka produksi akan lebih produktif; dan (4)
asumsi bahwa ada ekternalitas antar perusahaan. Investasi yang dilakukan perusahaan
untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerjanya melalui pengembangan pengetahuan
dan teknik baru sangat diperlukan. Namun, peningkatan pengetahuan merupakan barang
publik, sehingga investasi dan pembelajaran oleh satu perusahaan akan mengalir ke
perusahaan lainnya juga. Hal ini yang menentukan tingkat pengetahuan, sehingga
produktifitas tenaga kerja bergantung pada stok modal agregat dalam perekonomian.
Penurunan tingkat pengembalian modal untuk satu perusahaan (jumlah tenaga kerja
tetap) akan diwujudkan ke dalam pengembalian konstan uttuk perekonomian.

Belanja Pemerintah
Corak pembangunan dan perekonomian di negara berkembang dipengaruhi oleh

peran dari pemerintah. Pengaruh yang diberikan oleh pemerintah sehingga memberikan
corak dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan ekonomi dilakukan melalui
pelaksanaan fungsi dasar pemerintah yaitu alokasi dan distribusi pengeluaran
pemerintah di daerah (Adisasmita, 2011). Dengan kata lain, indikator kegiatan
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pemerintah ditunjukkan oleh aktivitas belanja pemerintah. Untuk meningkatkan
penyediaan layanan publik oleh pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, maka pemerintah membutuhkan anggaran yang lebih besar sehingga
semakin besar kegiatan pemerintah maka semakin besar juga belanja pemerintah yang
diperlukan.

Belanja pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk
menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan mendorong
pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari perkembangannya, belanja pemerintah mengalami
tren peningkatan dari tahun ke tahun dalam berbagai sistem perekonomian (Suparmoko,
2013). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wagner’s law, sesungguhnya
perkembangan perekonomian yang memuat hubungan antara industri dengan industri,
hubungan industri dengan masyarakat, dan lainnya yang membuat perekonomian
menjadi lebih kompleks, akan mendorong peran pemerintah yang lebih besar dalam
penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, kebudayaan, dan
sebagainya. Oleh karenanya, belanja pemerintah umumnya akan meningkat sejalan
dengan peningkatan kegiatan perekonomian. Wagner memprediksi bahwa
pengembangan industri ekonomi akan diikuti oleh peningkatan belanja pemerintah
(Ighodaro dan Oriakhi, 2010). Dengan demikian,  peranan pemerintah dalam
perekonomian juga selalu meningkat relatif terhadap peningkatan kegiatan ekonomi
yang digambarkan dalam PDB suatu negara.

Peningkatan belanja pemerintah dijadikan sebagai salah satu tolak ukur
keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi pemerintah. Dengan semakin besarnya belanja
pemerintah maka kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi penyediaannya oleh
sektor swasta dapat dinikmati melalui penyediaannya oleh pemerintah. Namun,
kecenderungan peningkatan belanja pemerintah ini tidak serta merta berakibat baik
terhadap aktivitas perekonomian. Hal ini disebabkan oleh alokasi belanja pemerintah
yang tidak tepat. Apabila alokasi belanja pemerintah tidak menyentuh kegiatan ekonomi
masyarakat, maka tidak akan terjadi multiplier effect yang positif pada perekonomian.
Selain itu belanja pemerintah rentan dengan pemborosan dan inefisiensi. Oleh karena
itu, pemerintah harus mengutamakan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya
diberbagai wilayah agar pembangunan wilayah bisa berjalan melalui perencanaan
anggaran yang tepat guna. Belanja yang tidak terencana dan tidak terkendali dengan
baik akan menjadi sumber inefisiensi dan pemborosan uang negara yang sangat
merugikan masyarakat (Mahmudi, 2010).

Selanjutnya, pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut
(Suparmoko, 2013):
1. Pengeluaran self liquiditing sebagian atau seluruhnya

Pemerintah akan mendapatkan kembali pembayaran dari masyarakat yang
menerima jasa atau barang yang disediakan melalui belanja pemerintah.

2. Pengeluaran reproduktif
Pengeluaran pemerintah diarahkan pada kegiatan yang mewujudkan keuntungan
ekonomis bagi masyarakat sehingga penghasilan masyarakat meningkat. Dengan
adanya peningkatan penghasilan pada masyarakat maka pemerintah dapat
menerima pendapatan yang lebih besar melalui penetapan nilai pajak.

3. Pengeluaran yang tidak self liquiditing maupun yang tidak reproduktif
Pengeluaran pemerintah langsung diarahkan pada peningkatan kegembiraan dan
kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan objek-objek pariwisata, taman kota,
dan sebagainya.
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4. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan
5. Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa yang akan datang.

Sementara itu, dalam hal penggunaan belanja pemerintah, Permendagri No 13/2006
pasal 36 mengklasifikasikan belanja pemerintah menjadi dua, yaitu belanja tidak
langsung dan belanja langsung.  Belanja tidak langsung merupakan belanja yang
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi
Pajak adalah instrumen penting dalam menjalankan perekonomian. Pajak

merupakan alat bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal, yaitu mengatur
lalu lintas pergerakan ekonomi dalam masyarakat. Pada saat ekonomi tumbuh terlalu
cepat maka pemerintah melakukan pengetatan penarikan pajak (kebijakan kontraktif),
sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi berjalan lambat maka pemerintah akan
melakukan pelonggaran tarif pajak (kebijakan ekspansif). Peningkatan peran pajak
berimplikasi penting karena pajak berkaitan dengan pendapatan disposibel yang
berhubungan dengan angka pengganda perekonomian yang artinya nanti akan
berpengaruh terhadap iklim investasi (Myles, 2000).

Ada beberapa cara pajak dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: (1)
pajak yang dibebankan kepada individu dan perusahaan akan menimbulkan disinsentif
bagi dunia usaha apabila tingkat pengembalian untuk tabungan, upah, dan investasi
terlalu kecil akibat dikenakan pajak yang sangat besar, sehingga kegiatan produksi
menjadi berjalan lambat; (2) timbul kecenderungan penurunan inovasi dan kegiatan
kewirausahaan akibat adanya pengenaan pajak atas bisnis dan pendapatan investasi
perorangan dan keuntungan modal; (3) diskriminasi pajak terkait barang dan jasa yang
berbeda dapat menyebabkan timbulnya deadweight losses (DWL); (4) penerapan pajak
tertentu seperti pajak yang dikenakan pada transaksi akan menghalangi orang untuk
berpindah investasi atau bertukar aset dengan cara lain; (5) Pajak yang digunakan untuk
membiayai program kesejahteraan dapat mengurangi insentif kerja, insentif berlatih atau
memperoleh promosi, dan insentif untuk menabung (Booth, 2016).

Penerapan pajak dengan rasio tinggi yang akan mengarah pada PDB yang tinggi
menghadirkan perdebatan, ada yang mendukung namun ada pula yang menentang. Di
satu sisi, pajak yang lebih tinggi akan mendistorsi insentif bagi individu, sehingga
penawaran tenaga kerja akan berkurang atau bagi perusahaan akan menurunkan minat
untuk memproduksi lebih banyak. Di sisi lain, pajak yang lebih tinggi akan
menyediakan sumber pendanaan bagi pemerintah untuk berinvestasi pada sektor
potensial, misalnya; perbaikan infrastruktur, pendidikan atau pembangunan sumber
daya, yang kesemuanya ini dapat meningkatkan kapasitas produktif perekonomian
(Mcnabb, 2018). Peran pajak dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah
satunya adalah melalui individu sebagaimana teori pertumbuhan yang dikembangkan
oleh Solow (1956) dan Swan (1956) atau model pertumbuhan neoklasik; perubahan tarif
pajak dalam model pertumbuhan neoklasik dapat menyebabkan pergeseran hanya di
jalur pertumbuhan pada saat kondisi-mapan, model tidak memungkinkan untuk menilai
dampak kebijakan fiskal pada pertumbuhan jangka panjang (kondisi-mapan). Namun,
model pertumbuhan yang ditawarkan dalam kajian Barro (1990), King and Rebelo
(1990) dan Mendoza, Milesi-Ferretti dan Asea (1997) agak lebih tepat. King dan Rebelo
(1990) melakukan investigasi pengaruh peningkatan tarif pajak output yang diterapkan
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dengan besaran sama disemua sektor, menemukan bahwa meskipun secara kuantitatif
pajak mempengaruhi tingkat pertumbuhan, namun besaran pengaruhnya tergantung
pada produksi dan struktur pajak. Pertumbuhan endogen model Mendoza et al. (1997)
mempertimbangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi dari tarif pajak marjinal atas
modal manusia dan modal fisik serta konsumsi. Prediksi model menunjukkan bahwa
pajak konsumsi mempengaruhi tingkat pengembalian bersih setelah pajak atas modal
fisik hanya saja secara tidak langsung, yaitu melalui pilihan waktu kerja atau waktu
luang, yang pada gilirannya berdampak pada rasio modal terhadap tenaga kerja yang
digunakan dalam produksi. Selain melalui modal fisik atau modal manusia, pajak dapat
menyebabkan distorsi pada pertumbuhan ekonomi melalui jalur konsumsi, hasilnya
tidak jauh berbeda meskipun tingkatnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pajak
penghasilan pribadi atau perusahaan.

Penelitian Terdahulu
Banyak studi yang mengkaji mengenai pertumbuhan ekonomi dari berbagai

perspektif. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai tolak ukur dari
keberhasilan pembangunan pada suatu negara atau daerah. Kebijakan pemerintah yang
efektif dalam pembangunan akan mendorong ekonomi tumbuh, dan ini mencerminkan
peningkatan kemakmuran masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dari dua sisi yang berbeda yaitu dari sisi
penerimaan dan dari sisi pengeluaran. Instrumen kebijakan yang digunakan dari sisi
pengeluaran berupa konsumsi pemerintah atau dikenal juga dengan belanja pemerintah.
Sementara dari sisi penerimaan dapat dilakukan melalui pungutan pajak.

Hubungan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi sudah banyak
dikaji oleh berbagai peneliti. Ide bahwa belanja pemerintah dapat menstimulus
pertumbuhan ekonomi masih menjadi kontroversial. Beragam hasil penelitian tidak
menunjukkan ketetapan arah hubungan diantara kedua variabel tersebut secara pasti,
sehingga keragaman hasil penelitian tersebut memberikan ruang untuk dilakukan
eksplorasi dengan penggunaan periode data, alat analisis dan objek negara atau daerah
yang bebeda. Dogan dan Tang (2006) berupaya menentukan hubungan kausal antara
belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Filipina, Singapura, dan
Thailand. Dengan menerapkan metode Johansen co-integrated dan uji kausalitas
Granger, didapatkan bahwa tidak ada hubungan kausal yang terjadi antara belanja
pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di tiga negara yang diteliti, sementara di Pilipina
pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah, hubungan
sebaliknya tidak terjadi. Namun penelitian lain yang dilakukan oleh Jiranyakul dan
Brahmasrene (2007) membuktikan adanya pengaruh positif belanja pemerintah terhadap
pertumbuhan ekonomi di Thailand.

Hubungan kausal antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah  di
negara-negara OKI juga dilakukan Sudarsono (2010). Penelitian dengan rentang waktu
1970-2006 ini mengungkapkan temuannya bahwa pengeluaran pemerintah mendorong
pertumbuhan ekonomi di negara-negara seperti Iran, Nigeria, dan Tunisia. Sedangkan,
di beberapa negara lainnya (Aljazair, Burkina Faso, Benin, Indonesia, Libya, Malaysia,
Maroko, dan Saudi Arabia) terjadi arah pengaruh yang sebaliknya. Wang, Peculea, dan
Xu (2016), yang juga mengkaji hubungan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan
ekonomi di Romania, menggunakan pendekatan ARDL (auto Regression Distributed
Lag) dan uji Bound berdasar pada Unsrestricted Error Correction Model untuk data
periode 1991-2014. Dari kajian ini ditemukan hasil bahwa ada hubungan jangka
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panjang antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, namun hubungan
tersebut bersifat searah dari pertumbuhan ekonomi ke belanja pemerintah. Hasil ini
mengindikasikan bahwa belanja pemerintah di Romania tidak signifikan mempengaruhi
pertumbuhan ekonominya, melainkan sebaliknya.

Sementara itu Gisore, dkk (2014) yang melakukan studi tentang pengaruh
pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi di Afrika timur dengan fokus
pengeluaran pemerintah bidang tertentu, yaitu pengeluaran bidang pendidikan,
pertahanan, kesehatan, dan pertanian. Dengan mengaplikasikan analisa balanced panel
fixed effect model ditemukan bahwa  pengeluaran kesehatan dan pertahanan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan
pengeluaran pendidikan dan pertanian tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi. Demikian pula Ebong, dkk (2016) yang menganalisis dampak jangka pendek
dan jangka panjang belanja modal bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria periode 1970-2012. Dengan
menggunakan metode Engel-Granger dan error correction model (ECM) ditemukan
hasil bahwa belanja modal bidang pendidikan dan infrasturktur berpengaruh positif dan
signifikan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan belanja modal
bidang kesehatan dan pertanian tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, baik
dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Abdullah dan Rusdarti (2017) juga melakukan studi tentang belanja pemerintah dan
pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk periode 1990-2015.
Berdasarkan metode anlisis regresi berganda, studi ini menemukan adanya pengaruh
positif dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada tiga negara
tersebut. Sementara itu, fokus kajian mengenai kontribusi belanja pemerintah terhadap
pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih sedikit. Salah satu kajian tersebut dilakukan
oleh Nurlina (2015). Nurlina menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada
pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2004-2013 dengan menggunakan
pendekatan analisis Ordinary Least Square (OLS), dan ditemukan bahwa pertumbuhan
ekonomi dipengaruhi secara positif oleh pengeluaran pemerintah.

Penelitian lain juga dilakukan pada tingkat regional di Indonesia (Gunarto, Sentri,
& Said, 2018; Sijabat, 2017; MS, 2017; Anitasari, 2015). Studi yang dilakukan oleh
Gunarto, Sentri, dan Said (2018) berfokus pada pengeluaran pemerintah di bidang
pendidikan, kesehatan, pertanian, perumahan, transportasi, dan sosial di 17 kabupaten
dan kota di Sumatera (kabupaten dan kota yang mengalami pemekaran di tahun 1999).
Dari pendekatan regresi panel yang dipakai,  hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi pada daerah otonomi baru. Sebaliknya, pengeluaran
untuk perumahan secara signifikan berpengaruh negatif, sedangkan pengeluaran
pemerintah bidang pertanian dan transportasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi pada daerah otonomi baru.

Berikutnya, Sijabat (2017) juga mengkaji dampak pengeluaran produktif terhadap
pertumbuhan ekonomi di 25 provinsi di Indonesia sebelum desentralisasi fiskal (1994-
1997) dan 33 provinsi setelah desentralisasi (2011-2015). Dengan analisis regresi panel,
diungkapkan ada perbedaan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan
ekonomi antara sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal. Saat sebelum desentralisasi
fiskal, hanya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang berpengaruh positif
secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara pada kondisi setelah
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desentralisasi fiskal, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, keamanan dan
ketertiban, dan kesehatan yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan
oleh MS (2017) di Provinsi Jambi dalam periode 2010-2016. Metode regresi linier
sederhana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pada pengeluaran
pemerintah mendorong peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.
Demikian juga dengan Anitasari (2015) yang melakukan pengujian pengaruh
pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu periode
2001-2012. Anitasari yang mengaplikasikan regresi linier sederhana menemukan
adanya pengaruh positif dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi
Provinsi Bengkulu, jika pemerintah menaikkan pengeluarannya sebesar 1 milliar rupiah
maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,17% per tahun. Berdasarkan
uraian tersebut, maka dapat dibuat hipotesis penelitian, yaitu belanja pemerintah
memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain belanja pemerintah,
pajak juga menjadi instrumen dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Folster dan
Henrekson (2001) melakukan studi dengan sampel negara OECD yang kaya dan negara
non-OECD periode 1970-1995 dan menggunakan alat analisis regresi panel. Studi ini
mengungkapkan bahwa 10 persen peningkatan rasio pajak terhadap PDB akan
mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen.

Studi lain dilakukan oleh Macek (2014), yang mengevaluasi dampak pajak terhadap
pertumbuhan ekonomi di negara-negara OECD tahun 2000-2011. Hasilnya
menunjukkan bahwa pajak perusahaan dan pajak penghasilan perorangan berpengaruh
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.  Sementara itu Jalata (2014), dengan
menggunakan regresi berganda, menemukan adanya  hubungan positif antara pajak
pertambahan nilai (PPN) dan pertumbuhan ekonomi di Ethiopia periode pengamatan
tahun 2003-2012. Studi yang sama juga  dilakukan oleh Adkisson dan Mohammed
(2014). Dari analisis pada 50 negara bagian di Amerika periode 2004-2010 ditemukan
bahwa stuktur pajak berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi jangka pendek bahkan
di masa resesi. Lebih spesifik, pada pertumbuhan 1 tahun, penurunan pajak penjualan
meningkatkan pertumbuhan sebesar 0,07 persen, sementara peningkatan pajak
pendapatan perorangan mengurangi pertumbuhan sebesar 0,05. Selain itu, peralihan
pendapatan dari ketergantungan pada pajak barang pribadi ke pajak properti memiliki
dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode resesi yang hebat.

Berikutnya, Mdanat, dkk (2017) mengkaji tentang struktur pajak dan pertumbuhan
di Jordan periode 1980-2015. Uji cointegrasi dan VECM yang diterapkan dalam
penelitian ini menemukan bahwa pajak pendapatan, pajak perusahaan, dan pajak
perorangan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, ada
pengaruh positif pajak terhadap pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan oleh
Alkasasbeh, dkk (2018), dengan menggunakan Autoregressive Distributive Lag
(ARDL) untuk data periode 1970-2017 di Jordan. Paralel dengan hasil penelitian
tersebut, Stoilova (2017) yang menerapkan regresi panel, juga menemukan bahwa
struktur pajak yang terdiri dari pajak barang konsumsi, pajak penghasilan, dan pajak
properti mendorong pertumbuhan ekonomi di 28 negara Uni Eropa periode 1996-2013.

Hubungan pajak dan pertumbuhan ekonomi juga dijabarkan oleh Acosta, dkk
(2019). Acosta dkk mengkaji hubungan komposisi pajak dan pertumbuhan ekonomi
selama periode 1970-2009 di 70 negara dalam beragam tigkat pendapatan (23 negara
berpendapatan tinggi, 23 negara berpendapatan menengah, dan 24 negara
berpendapatan rendah. Dari analisis regresi data panel, ditemukan bahwa meningkatkan
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pajak konsumsi dan properti sambil mengurangi pajak penghasilan mendorong
pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lebih lanjut, di antara pajak penghasilan,
ditemukan bahwa kontribusi jaminan sosial dan pajak penghasilan perorangan relatif
cenderung memiliki hubungan negatif yang lebih kuat dengan pertumbuhan ekonomi
daripada pajak penghasilan perusahaan.

Demikian pula Saragih (2018) yang menginvestigasi pengaruh penerimaan pajak
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2013-2016. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
provinsi di Indonesia. Dari penjelasan ini dibuatlah hipotesis penelitian yaitu pajak
memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Variabel terakhir, yaitu status pemekaran wilayah. Belum banyak penelitian
terdahulu mengenai pengaruh pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi
wilayah tersebut. Salah satunya, kajian yang dilakukan oleh Wibowo dan Muljarijadi
(2014), yang mengungkapkan bahwa ada beberapa daerah pemekaran di Indonesia yang
berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya seperti Kota Banjar
(Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Humbang Hasundutan (Provinsi Sumatera Utara) dan
Kabupaten Minahasa (Provinsi Sulawesi Utara). Kajian ini juga menjelaskan adanya
permasalahan yang timbul sebagai akibat pemekaran. Buruknya kinerja pemekaran
berakar dari permasalahan belum siapnya pemerintah baru dalam melaksanakan fungsi
pemerintahan, karena proses pembentukan pemerintahan yang memang prematur. Lebih
lanjut, hasil evaluasi menunjukkan bahwa daerah induk memiliki PDRB per kapita yang
lebih tinggi dibandingkan  PDRB per kapita daerah pemekaran. Namun demikian,
kajian ini bersifat deskriptif, sehingga tidak bisa diuji dan belum bisa digeneralisir. Oleh
sebab itu, variabel status pemekaran menjadi kontribusi penelitian dalam penelitian ini.
Penelitian ini menguji pengaruh pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dari penjelasan ini, hipotesis yang diangkat adalah pemekaran wilayah menurunkan
pertumbuhan ekonomi.

METODOLOGI
Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatory yang akan menguji hipotesis

penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Sumatera
(154 kabupaten dan kota) dengan periode pengamatan 6 tahun (2011-2016). Proksi
pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai variabel dependen adalah PDRB
kabupaten dan kota. Tiga variabel independen yang digunakan adalah total belanja
pemerintah dan penerimaan pajak pemerintah di tingkat kabupaten dan kota, serta
dummy status pemekaran kabupaten dan kota. Penentuan pemekaran ini dilakukan sejak
diberlakukannya UU 32/2004 tentang pemekaran wilayah. Data penelitian, yang berupa
data sekunder, diperoleh dari BPS dan kementerian keuangan RI. Untuk menjawab
tujuan penelitian dan menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi
data panel. Model regresi data panel untuk penelitian ini adalah:

lnPDRBit = ɑ + β1 lnBPit + β2 lnPPit + β3 Dmit + ծ…………………………………
(1)

Penjelasan variabel dalam model adalah sebagai berikut: PDRB adalah produk
domestik regional bruto, BP merupakan belanja total pemerintah, PP sebagai
penerimaan pajak daerah, dan Dm yaitu dummy pemekaran. Nilai dummy =1 adalah
untuk kabupaten dan kota mekar, yang menjadi daerah otonom baru. Dengan demikian,
nilai dummy = 0 adalah untuk kategori lainnya (kabupaten dan kota yang tidak mekar).
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Dari tiga model data panel yang bisa dihasilkan, penelitian ini akan memilih dan
menggunakan model regresi data panel yang terbaik berdasarkan hasil Chow test dan
Hausman test (Baltagi, 2005). Selanjutnya uji hipotesis, dengan uji F dan uji t,
dilakukan pada model  regresi data panel yang terbaik. Pengujian hipotesis dilakukan
dengan α = 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan penelitian ini dijawab dengan menggunakan metode regresi data panel.

Namun, sebelum menjawab tujuan penelitian ini, terlebih dahulu disajikan deskripsi
variabel yang diteliti. Pertama akan ditampilkan kabupaten dan kota dengan nilai
tertinggi dan terendah di setiap provinsi dan di Sumatera selama tahun 2011-2016
(Tabel 1).

Tabel 1. Posisi kabupaten dan kota dengan nilai tertinggi dan terendah di Provinsi
dan Sumatera berdasarkan PDRB, Belanja pemerintah, dan pajak
daerah.

Provinsi PDRB Belanja Pajak
Tertinggi Terendah Tertinggi terendah tertinggi terendah

Aceh Aceh Utara Sabang Aceh Utara Subussalam Banda Aceh Bener Meriah
Sumut Medan Pakpak Bharat Medan Nias Barat Medan Nias Utara
Sumbar Padang Padang Panjang Padang Padang

Panjang
Padang Kep Mentawai

Sumsel Palembang Pagar Alam Musi Banyuasin Pagar Alam Palembang OKU Selatan
Babel Bangka Barat Belitung Bangka Bangka

Selatan
Belitung Bangka Selatan

Riau Bengkalis Kep Meranti Bengkalis Dumai Pekan Baru Kep Meranti
Kepri Batam Lingga Batam Lingga Batam Natuna
Jambi Kota Jambi Sungai Penuh Kota Jambi Sungai Penuh Kota Jambi Sungai Penuh
Bengkulu Kota Bengkulu Lebong Kota Bengkulu Kaur Kota

Bengkulu
Bengkulu
Tengah

Lampung Lampung
Tengah

Metro/Pesisir
Barat

Lampung
Tengah

Tulang
Bawang Barat

Bandar
Lampung

Mesuji

Sumber: data diolah dari BPS dan Kementerian Keuangan RI.

Setelah diketahui kabupaten dan kota mana yang memperoleh PDRB, belanja
pemerintah, pajak dan jumlah penduduk tertinggi dan terendah di setiap provinsi,
selanjutnya akan dijelaskan rata-rata PDRB, belanja, pajak dan daerah pemekaran di
setiap provinsi. Pertama akan disajikan perkembangan rata-rata PDRB kabupaten dan
kota setiap provinsi periode 2011-2016 dalam Gambar 2.
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Gambar 2. PDRB rata-rata Kabupaten dan Kota di setiap Provinsi tahun 2011-
2016 (dalam miliyar rupiah)

Sumber: Grafik dibuat oleh peneliti berdasarkan data BPS

Selama tahun 2011-2016, secara rata-rata, PDRB kabupaten dan kota tertinggi di
Sumatera dimiliki oleh kabupaten dan kota di Provinsi Riau; yang mencapai Rp33,9
triliyun di tahun 2011 dan meningkat menjadi Rp38,2 triliyun di tahun 2016.
Pertumbuhan ekonomi kabupaten rata-rata di Provinsi Riau tumbuh sebesar 12,6%
selama 5 tahun. Secara rata-rata kabupaten dan kota di Provinsi Riau memiliki PDRB
tertinggi dibandingkan provinsi lain karena wilayah di Provinsi Riau kaya dengan
sumber daya alam khususnya minyak bumi dan gas yang menjadi kontributor terbesar
dalam PDRB wilayah ini.

Sementara itu, PDRB kabupaten dan kota rata-rata terendah di Sumatera berada di
Provinsi Bengkulu. Dengan rata-rata PDRB kabupaten dan kota sebesar Rp3,02 triliyun
di tahun 2011 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 32,6% selama 6 tahun, maka PDRB
rata-rata kabupaten dan kota di Sumatera menjadi Rp4,005 triliyun di tahun 2016.
Secara rata-rata kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu memiliki PDRB terendah di
bandingkan provinsi lain karena perekonomian di provinsi ini didominasi oleh sektor
pertanian, masih sangat sedikit industri besar di provinsi ini, sehingga nilai tambah
dalam perekonomian masih rendah. Selanjutnya, dari sepuluh provinsi, urutan  nilai
PDRB kabupaten dan kota rata-rata dari tertinggi sampai terendah pada delapan
provinsi lainnya ditunjukkan dalam Gambar 2.

Setelah diuraikan perkembangan PDRB kabupaten dan kota, maka variabel
berikutnya yang dijelaskan adalah belanja pemerintah kabupaten dan kota. Penjelasan
belanja pemerintah dianalisis dengan menggunakan belanja rata-rata di setiap provinsi
ditampilkan dalam Gambar 3. Berdasarkan gambar 3, terlihat Provinsi Riau memiliki
belanja pemerintah rata-rata tertinggi dibandingkan dengan kabupaten dan kota di
provinsi lain selama kurun waktu 2011-2016. Belanja rata-rata pemerintah kabupaten
dan kota di Provinsi Riau mencapai Rp1,31 triliyun di tahun 2011, dan meningkat
menjadi Rp1,75 triliyun di tahun 2016.

Selanjutnya provinsi dengan belanja rata-rata pemerintah kabupaten dan kota
terendah adalah Bengkulu, yang disusul oleh Bangka Belitung. Belanja rata-rata
pemerintah kabupaten/dkota di Provinsi Bengkulu sebesar Rp456 miliyar pada tahun
2011, terus meningkat menjadi Rp909,6 miliyar di tahun 2016.
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Gambar 3. Belanja rata-rata pemkab/kot di setiap provinsi tahun 2011-2016

Sumber: Grafik dibuat oleh peneliti berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI

Dari sepuluh  provinsi, ada pemerintah kabupaten dan kota yang mengalami
fluktuasi dalam belanja pemerintah. Di Provinsi Riau, belanja rata-rata pemerintah
kabupaten dan kotanya tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013-
2015. Fluktuasi belanja rata-rata dari tahun ke tahun ini juga dialami oleh kabupaten dan
kota di provinsi lain seperti di Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau. Dengan
demikian, belanja rata-rata pemerintah kabupaten dan kota terus mengalami
peningkatan setiap tahun hanya di tujuh provinsi lainnya. Bahkan ada belanja rata-rata
pemerintah kabupaten dan kota yang meningkat pesat pada satu provinsi (dibandingkan
provinsi lain), yaitu di Provinsi Aceh yang mengalami peningkatan pesat sejak tahun
2013.

Kemudian disajikan Gambar 4 tentang pajak daerah, yaitu pajak kabupaten dan
kota, yang dijelaskan secara rata-rata di setiap provinsi. Pajak daerah rata-rata tertinggi
dihasilkan kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau, dengan tren yang terus
meningkat sejak tahun 2012.  Sebaliknya, kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu
memiliki pajak rata-rata terendah, bahkan peningkatan pajak di provinsi ini sangat
lambat. Hal ini menunjukkan perkembangan ekonomi kabupaten dan kota yang menjadi
objek pajak lokal belum berkembang pesat. Namun demikian, perkembangan
penerimaan pajak rata-rata yang lambat ini tidak terjadi hanya di Provinsi Bengkulu.
Perkembangan penerimaan pajak yang lambat juga dirasakan oleh kabupaten dan kota
di provnsi Bangka Belitung, Jambi, Aceh dan Sumatera Barat.

Gambar 4. Pajak rata-rata kabupaten/kota di setiap provinsi
tahun 2011-2016 (dalam miliyar rupiah)

Sumber: Grafik dibuat oleh peneliti berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI

 -

 500,00

 1.000,00

 1.500,00

 2.000,00

 2.500,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016Be
la

nj
a 

Pe
m

er
in

ta
h 

(m
ili

ya
r

ru
pi

ah
)

Aceh
Sumut
Sumbar
Sumsel
Riau
Jambi
Bengkulu
Lampung
Kepri
Babel

 -

 50

 100

 150

 200

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aceh
Sumut
Sumbar
Sumsel
Riau
Jambi
Bengkulu
Lampung
Kepri
Babel



Roosemarina Anggraini Rambe dan Ratu Eva Febriani, Peran Belanja Pemerintah dan Pajak
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Sumatera.

Page | 70
©2020 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

Berikutnya dijelaskan variabel dummy pemekaran. Variabel dummy pemekaran
bernilai 1 untuk kabupaten dan kota yang baru menjadi daerah otonom sejak tahun
2004.  Dengan demikian, sejak tahun 20014, muncul 22 kabupaten dan kota baru di
Sumatera, yang berada di Provinsi Sumatera Utara (8),   Lampung (5), Sumatera Selatan
(3), Aceh (2), Riau (1), Jambi (1), Kepri (1), dan Bengkulu (1). Dengan kata lain,  dua
provinsi yang tidak mengalami pemekaran selama periode penelitian adalah Sumatera
Barat dan Bangka Belitung.

Setelah diuraikan deskripsi PDRB, belanja pemerintah, pajak, dan kabupaten dan
kota yang mekar, berikutnya akan dijelaskan pengolahan data dengan metode regresi
data panel. Data panel yang digunakan adalah 154 kabupaten dan kota dalam periode
2011-2016. Sebelum dianalisis model regresi data panel, terlebih dahulu dilakukan
penentuan model terbaik.  Penentuan model terbaik dilakukan dengan menggunakan
chow test dan Hausman test.

Berdasarkan chow test, diketahui nilai Cross-section Chi-square sebesar 1.251,46
dengan probabilitas 0,000, yang berarti probabiltas < 5%, sehingga H0 ditolak; dengan
demikian fixed effect model (FEM) dinilai paling baik.  Selanjutnya dilakukan
Hausman test untuk mengetahui model fixed effect atau random effect yang terbaik.
Berdasarkan Hausman text, diketahui nilai chi-square pada cross-section random adalah
269,06 dengan probabilitas 0,000, yang berarti probabilitas < 5%. Maka H0 ditolak,
oleh karena itu, model terbaik adalah fixed effect model.  Selanjutnya pengujian
hipotesis dengan F test dan t-test dilakukan berdasarkan Fixed Effect model.

Dari Tabel 2 diketahui probabilitas untuk F test adalah 0,000, hal ini berarti
probabilitas < 5%, oleh karena itu H0 ditolak. Dengan demikian, belanja pemerintah,
pajak dan dummy mekar secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
kabupaten dan kota di Sumatera. Selanjutnya, berdasarkan t-test, Tabel 2 menunjukkan
bahwa semua variabel independen memiliki probabilitas < 5%, sehingga dapat
dikatakan secara parsial, ketiga variabel independen mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi kabupaten dan kota.

Tabel 2. Hasil Pengolahan data penelitian
Constant lnBP lnPP Dmekar

15,99179 0,336466 0,188747 -0,503892

(1,203290) (0,055744) (0,026054) (0,087387)

*** *** *** ***

R2 = 0,921379

F stat = 57,31109

Prob = 0,000000

Catatan: *** menunjukkan signifikan pada α=1%
Sumber: Hasil penelitian

Variabel independen pertama, yaitu belanja pemerintah, memiliki pengaruh positif
yang signifikan terhadap PDRB. Dengan koefisien regresi 0,336466, diartikan bahwa
peningkatan 1% belanja pemerintah, terjadi pertumbuhan ekonomi  kabupaten dan kota
di Sumatera sebesar 0,33%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak elastis
terhadap peningkatan belanja pemerintah. Demikian juga untuk variabel pajak, secara
parsial ada pengaruh positif pajak terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
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Dengan koefisien regresi 0,188747, ekonomi tumbuh tidak elastis terhadap peningkatan
pajak. Dengan peningkatan penerimaan pajak sebesar 1% terjadi pertumbuhan ekonomi
sebesar  0,188%  di kabupaten dan kota di Sumatera.

Sementara itu, untuk variabel dummy, secara parsial ada pengaruh negatif yang
signifikan variabel dummy pemekaran terhadap pertumbuhan Sseperti telah dijelaskan
sebelumnya, nilai D=1 adalah untuk kabupaten dan kota yang menjadi daerah otonom
baru sejak 2004. Dengan demikian, dengan koefisien variabel dummy mekar -0,503892
menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif pada kabupaten dan
kota yang menjadi daerah otonom setelah tahun 2004.

Hasil penelitian ini  mengungkapkan adanya pengaruh positif belanja pemerintah
terhadap PDRB kabupaten dan kota di Sumatera. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan di 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singpura (Abdullah
& Rusdarti, 2017), di 25 provinsi di Indonesia (Sijabat, 2017), di Afrika Timur (Gisore,
dkk. 2014), dan negara OKI (Sudarsono, 2010). Dengan menggunakan metode regresi
data panel, yang juga digunakan dalam penelitian ini, keempat penelitian ini
menunjukkan adanya pengaruh positif belanja pemerintah secara signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi.

Belanja pemerintah merupakan cerminan program dan aktivitas pemerintah. Dalam
mengalokasikan belanja, pemerintah daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera,
terlebih dahulu membuat perencanaan pembangunan.  Dengan kata lain, pemerintah
daerah menerapkan money follows function. Dalam perencanaan pembangunan, tentu
pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Perencanaan pembangunan yang baik oleh daerah akan membantu pemerintah daerah
tersebut untuk mengalokasikan belanja dengan tepat, sehingga kesejahteraan
masyarakat bisa meningkat. Seperti diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan
salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini, yaitu adanya pengaruh positif belanja pemerintah terhadap
pertumbuhan ekonomi secara signifikan, berimplikasi pada upaya pemerintah daerah di
Sumatera untuk semakin fokus pada perencanaan pembangunan yang nantinya bisa
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perencanaan pembangunan harus memperhatikan
potensi dan kebutuhan existing sector agar dunia usaha di daerah bisa semakin
berkembang. Dengan perencanaan yang tepat, tentu saja pemerintah daerah dapat
mengalokasikan belanja  dengan lebih baik dan tepat sasaran. Alokasi belanja
pemerintah untuk penguatan UMKM, koperasi, peningkatan kemampuan SDM melalui
pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan lainnya yang tepat akan
mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Sumatera.

Demikian juga penelitian ini menemukan adanya pengaruh pajak secara positif
terhaap PDRB kabupaten dan kota di Sumatera. Hasil penelitian ini menguatkan
penelitian yang dilakukan di negara uni eropa (Stoilova, 2017), negara bagian di
Amerika (Adkisson & Mohammed, 2014), negara OECD (Macek, 2014), serta di negara
OECD dan non–OECD (Folster & Henrekson, 2001). Metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini juga sama dengan keempat penelitan tersebut, yaitu regresi data
panel.

Di Indonesia, ada 11 jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah
kabupaten/kota berdasarkan UU 28/2009, yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame,
penerangan jalan, mineral  bukan logam & batuan, parkir, air tanah, sarang burung
wallet, PBB, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak kabupaten/kota
tidak bersifat limitatif, sehingga Pem kabupaten dan kota diberi peluang untuk menggali
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potensi pajak di luar yang ditentukan UU tersebut namun tetap memperhatikan
kemampuan dunia usaha agar bisa terus berkembang.

Penelitian ini menemukan adanya pengaruh positif pajak terhadap pertumbuhan
ekonomi secara signifikan. Bagi pemerintah daerah, sumber penerimaan pemerintah
adalah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Pajak merupakan salah satu
pendapatam asli daerah, yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai
pembangunan. Pajak mendorong peningkatan akumulasi modal pemerintah yang
disalurkan pada investasi di berbagai bidang yang tentunya untuk kepentingan
masyarakat, seperti pembangunan jalan, insfrastruktur, pendidikan, kesehatan serta
program kesejahteraan lainnya.  Penyediaan barang publik ini akan mendorong
pertumbuhan ekonomi.

Namun, pajak yang diperoleh sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota di
Sumatera belum mencukupi untuk membiayai pembangunan. Dengan kata lain, rasio
penerimaan pajak masih rendah dibandingkan rasio dana perimbangan yang diterima
pemerintah daerah. Adanya pengaruh positif pajak terhadap pertumbuhan ekonomi
mengandung implikasi bahwa pemerintah kabupaten dan kota seharusnya berupaya
untuk mengoptimal penerimaan pajak berdasarkan UU 28/2009. Rendahnya rasio
penerimaan pajak disebabkan oleh beberapa hal, seperti masih belum optimalnya
pemungutan pajak dari wajib pajak yang ada, serta belum terdatanya semua wajib pajak
yang memenuhi kriteria. Mengingat bahwa pajak kabupaten dan kota dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi, maka implikasi penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan
kota berupaya melakukan ekstensifikasi pajak. Hal ini masih dimungkinkan karena
sampai saat ini total wajib pajak kabupaten dan kota yang sudah membayar pajak belum
optimal. Pemerintah daerah bisa bekerja secara proaktif untuk mencari wajib pajak yang
belum terdata. Jika ini berhasil dilakukan tentu saja penerimaan pajak kabupaten dan
kota bisa meningkat yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, untuk variabel ketiga, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa
pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota yang baru mekar setelah tahun 2004 lebih
rendah daripada kabupaten dan kota yang sudah ada sebelum tahun 2004. Salah satu
perbedaan antara kabupaten dan kota yang baru mekar setelah tahun 2004 dengan
kabupaten dan kota yang sudah lahir sebelum tahun 2004 adalah kelengkapan
infrastruktur yang telah dibangun  baik oleh  pemerintah maupun oleh swasta.
Kabupaten dan kota yang baru mekar dalam periode penelitian masih dalam tahap
pembangunan, masih dalam kondisi melengkapi infrastruktur seperti jalan,
telekomunikasi, perbankan dan keuangan, kesehatan,  pendidikan dan lainnya. Namun
tidak demikian kondisi di kabupaten dan kota yang sudah ada sebelum 2004. Tentu saja
infrastruktur yang ada mendukung perkembangan dunia usaha. Kabupaten dan kota
yang baru mekar dengan dukungan infrastruktur yang belum lengkap berdampak pada
rendahnya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Implikasi hasil penelitian ini pemerintah  pusat harus sangat berhati-hati
memberikan izin pendirian kabupaten dan kota yang baru, karena dibutuhkan waktu
yang cukup lama bagi suatu kabupaten/kota untuk menyiapkan infrastruktur pendukung
termasuk regulasi yang mendukung dunia usaha. Namun demikian, sejak tahun 2014,
pemerintah pusat telah melakukan moratorium pemekaran wilayah. Sehingga
diharapkan kabupaten dan kota yang sudah terlanjur mekar berupaya keras untuk
meningkatkan pembangunan dan mengembangkan perekonomian wilayahnya.
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SIMPULAN
Berdasarkan metode analisis regresi data panel yang digunakan pada data 154

kabupaten dan kota di Sumatera selama tahun 2011-2016, ditemukan adanya pengaruh
positif yang signifikan belanja pemerintah dan pajak daerah terhadap pertumbuhan
ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota yang mekar setelah
tahun 2004 lebih rendah daripada kabupaten dan kota yang sudah ada sebelum tahu
2004. Implikasi penelitian ini adalah pemerintah daerah membuatkan perencanaan
pembangunan yang tepat dan mengalokasikan belanja berdasarkan perencanaan
tersebut. selain itu diharapkan pemerintah daerah melakukan ekstensifikasi pajak.
Kedua hal ini memungkinkan untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, untuk pemekaran wilayah, seharusnya setiap wilayah tidak mengalami
pemekaran lebih lanjut karena kebijakan ini dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian ini tidak dilakukan pengklasifikasian belanja pemerintah
berdasarkan fungsinya, apakah fungsi ekonomi, pendidikan atau lainnya, sehingga hasil
penelitian ini tidak mampu melihat alokasi belanja pemerintah atas fungsi yang
bagaimana yang mampu mendorong tumbuhnya perekonomian.  Untuk itu rekomendasi
penelitian lanjutan adalah menggunakan proksi belanja pemerintah menurut fungsinya
agar diperoleh alokasi belanja pada fungsi apa yang bisa mendorong pertumbuhan
ekonomi yang pesat.
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